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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI
SECARA TERUS MENERUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi emisi
secara benar, akurat, dan terus-menerus, perlu
dilakukan pemantauan emisi secara terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, setiap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melakukan pemantauan secara
otomatis dan terus-menerus, perlu mengintegrasikan
pemantauan emisinya ke dalam sistem informasi
pemantauan emisi industri secara terus menerus;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi

Industri Secara Terus Menerus;
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Mengingat

Menetapkan

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN
EMISI INDUSTRI SECARA TERUS MENERUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus
(Continuous  Emission  Monitoring  System)  yang
selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang
bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter
Emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus menerus.
Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara
terus menerus yang selanjutnya disebut SISPEK adalah

sistem yang menerima dan mengelola data hasil
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pemantauan emisi sumber tidak bergerak atau emisi
cerobong dengan pengukuran secara terus menerus atau
CEMS.

Sistem  Pelaporan  Elektronik  Perizinan  Bidang
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL
adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan
pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup,
rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
dan penerapan baku mutu secara elektronik.

Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya
ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai
potensi pencemaran udara.

Data Interfacing System yang selanjutnya disingkat DIS
adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data CEMS
yang dapat berkomunikasi dengan SISPEK.

Cylinder Gas Audit yang selanjutnya disingkat CGA
adalah pengujian akurasi dari sistem pemantauan Emisi
secara terus menerus yang bertujuan untuk menentukan
ketepatan mengukur gas yang telah tersertifikasi.
Response Correlation Audit yang selanjutnya disingkat
RCA adalah serangkaian pengujian yang dilakukan
secara spesifik untuk menjamin secara kontinu validitas
pengukuran partikulat dengan pemantauan Emisi secara
terus menerus.

Relative Accuracy Test Audit yang selanjutnya disingkat
RATA adalah perbedaan rata-rata absolut antara
konsentrasi gas dengan peralatan pemantauan secara
terus menerus dan nilai yang ditentukan dengan Metode
Referensi sebagaimana dalam EPA yaitu 40CFR75
dan/atau 40 CFR60.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.
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10.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian

peEncemaran udara.

Pasal 2
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan
melakukan pemantauan Emisi menggunakan CEMS,
wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam
SISPEK.
Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. registrasi;
b. pengisian data administrasi;
c. pengisian data teknis;
d. verifikasi; dan

e. uji konektivitas.

Pasal 3
Penanggung  jawab usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
melakukan registrasi secara daring melalui laman

https://ditppu.menlhk.go.id dengan disertai surat

permohonan integrasi kepada Direktur Jenderal.

Surat permohonan integrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat data:

a. kode cerobong;

b. sumber Emisi;

c. merk CEMS;

d. jenis CEMS; dan

€. parameter.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Direktur Jenderal melakukan validasi secara
daring.

Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan permohonan:

a. benar dan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan
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nomor registrasi; atau
b. tidak benar dan tidak lengkap, Direktur Jenderal
menerbitkan surat tanda bukti ketidaklengkapan
dokumen.
Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon
secara daring.
Surat permohonan integrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah

mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melakukan pengisian data

administratif dan data teknis secara daring.

Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. profil perusahaan;

b. titik penaatan cerobong; dan

c. sumber Emisi.

Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. referensi, melingkupi data merk dan penyedia
peralatan;

b. profil, melingkupi jumlah sumber Emisi yang
terpasang dan penanggung jawab;

c. spesifikasi, melingkupi metode pengukuran dan
sertifikasi;

d. analyzer, melingkupi parameter, rentang
pengukuran dan kecepatan alir sampel;

e. komunikasi, melingkupi sistem jaringan dan DIS;

f.  kalibrasi, melingkupi parameter dan hasil; dan

g. data pendukung, melingkupi dokumen
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